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i : IKO KABUMI,

a tuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
1) turan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
merintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
emermtah Daerah Kabupaten/Kota dan sebagai
dasar dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 perlu dicabut
dan disesuaikan kembali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut;



Mengingat

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tdhyn 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tj engah, dan

Jawvg
Jawa Barat (Berita Negara Ref@mdotamggal 14

Agustus 1950); o

2. Undang-Undang N@lo Tah 2004 tentang
Pembentukan Pe n @rundang—undangan
(Lembaran Negaga\ Republik nesia Tahun 2004
Nomor 53, Ta@“ n Negara Republik

32 Tahun 2004 tentang
Lembaran Negara Republik

h terakhir dengan Undang-Undang
2008 (Lembaran Negara Republik
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
lik Indonesia Nomor 4844);

Peygturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
P an Penyusunan dan Penerapan Standar

@ yanan Minimal (Lembaran Negara Republik
udonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Pembinaan dan  Pengawasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

6. Peraturan .......



Menetapkan

*

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomdy %737);

Peraturan Pemerintah Nom Taltup

Tata Cara Pelaksanaan Kerj a Da Lembaran
Negara Republik Indoa 200LNomor 112,
Tambahan Lemba egdra I;%%) ik Indonesia
Nomor 4761); .@

ota Su 1 Nomor 15 Tahun
tuk matan dan Kelurahan

abtimi (Lembaran Daerah

20Q9 Nomor 19 Seri D - 10);
Sukabumi Nomor 7 Tahun
dangan Peraturan Perundang-

an Daerah Kota Sukabumi Tahun
Tambahan Lembaran Daerah Kota

bu 7
@ Dengan Persetujuan Bersama

EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SUKABUMI
@ dan

WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI.
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BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjut dise emerintah,
adalah Presiden Republik gsia y emegang

kekuasaan pemerintaha ara ik Indonesia
sebagaimana dimakspd” dgfami Und ndang Dasar

Negara Republik Inddge 94
2. Pemerintahan D adalah@} elenggaraan urusan
pemerintahan eme daerah dan DPRD
menurut asag Q:[ mi Qtu as pembantuan dengan
prinsip  OQQNO seluas-typsnya dalam sistem dan
. \ O . .
prinsip, *@Q ra atuan Republik  Indonesia
sebaga%dima dalam Undang-Undang Dasar
Z@publi pesia Tahun 1945.
3. @adala Sukabumi.
%n k Z ah adalah Kepala Daerah dan Perangkat
sdgai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah adalah Walikota Sukabumi.
an Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

Z
()
a9

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

8. Urusan .....



Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi
pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan daQ)\ menyejahterakan
masyarakat.

Desentralisasi ~ adalah rahawewenang
pemerintahan oleh Pem ada daefah otonom

untuk mengatur da>menghrus %ﬁ% pemerintah
dalam sistem Nega%I es?uan Repuglik Indonesia.

. Tugas Pembant an dari Pemerintah

aksanakan urusan
hlan dari Pemerintah atau

kepada
pemerinta
Pemerinta

@6 U@AN PEMERINTAHAN

%@ Pasal 2

san l@intahan terdiri dari urusan wajib dan urusan

@ Pasal 3

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah ~ Urusan  Pemerintahan  yang  wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang
berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

a. Pendidikan
b. Kesehatan;
c. Lingkungan Hidup;
d. Pekerjaan ......



Pekerjaan Umum;

Penataan Ruang;
Perencanaan Pembangunan;
Perumahan;

Kepemudaan dan Olahraga;

Penanaman Modal;
Koperasi dan Usaha Kecil da ngah;
Kependudukan dan Catatanr Siil;

Ketenagakerjaan; Q @
. Ketahanan Pangan;

dan Pérls &mgan Anak;
eluarga htera;

y dan Dalam Negeri
Daerah) Pemerintahan Umum,
an’Daerah, Perangkat Daerah,
andian;
arakat dan Desa;

TP HOTOSE mATEIR 0O

@mm
C
o

effyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud
ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan

mal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
ndang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan
@secara bertahap.

Pasal 4

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah,
meliputi :

a. Perikanan ......



Perikanan;

Pertanian;

Kehutanan;

Energi dan Sumber Daya Mineral;
Pariwisata;

Industri;
Perdagangan; dan
Ketransmigrasian. @
@ @30
@
me

(1) Setiap Urusan Pe han W&K) urusan wajib dan
d

urusan piliha diri darj idang, dan setiap
subbidang ter@i sul% dang.

bidang™\yrusan pemerintahan baik

urus % an grusan pilihan tercantum dalam
lamp Tatur rah ini.

500 a0 o

@ @ Pasal 6
\» rus merintahan wajib dan pilihan yang menjadi
@ kewgfiarfgan  Pemerintahan Daerah sebagaimana
terca dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

( an wajib dan wurusan pilihan sebagaimana
maksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan
@ susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
Pasal 7
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman pada norma,

standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Pasal 8 ......



Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan
Daerah ini berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi, ngan ketentuan
mengusulkannya terlebih dah ada Pemerintah

melalui Menteri Dalam Neg

(2) Penyelenggaraan Urusa €xn halb;ebagaimana
dimaksud pada a N _"diatur an Peraturan
Daerah tersendiri.

t mengenai teknis pelaksanaan
diatur dengan dan atau berdasarkan

Q Pasal 10

@ aat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
@ aetah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang

ewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinkd, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  D4e ini.  dengan
penempatannya dalam Lembaraa :
@kan iabumi
P tanggal¥22 Juli 2008

@ WALI SUKABUMI,
@ cap. ttd
@ Q@H MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukaku
Pada tanggal 25 ] @
SEKRETARIS D@l KO'@%
SUK A:§ |§ L
@ttd. @@

MOHAMAD MURAZ
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